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UU No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta 

Fungsi dan Sifat hak Cipta Pasal 2 

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak 
Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul 
secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi 
pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 


Hak Terkait Pasal 49 

1. Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang 
pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau 
menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya. 


Sanksi Pelanggaran Pasal 72 

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (2) 
dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) 
bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), 
atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, 
atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran 
Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 
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KATA PENGANTAR 


Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang 
Maha Kuasa atas berkat rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis 
dapat merampungkan sebuah karya tulis yang semula penulis 
maksudkan untuk melengkapi khasanah perpustakaan hukum di 
Indonesia. Sudah lama penulis berkeinginan untuk menyusun 
sebuah buku yang utuh dan modernitas dalam menguraikan 
Hukum Perdata. Sebagai staf pengajar yang meminati Bidang 
Hukum Keperdataan, Penulis selalu terbentur akan bahan bacaan 
yang tuntas untuk membahas masalah Hukum Perdata yang selalu 
berparadigma variatif. 

Oleh karena itu, Penulis merasa terpanggil untuk 
memberanikan diri menyajikan bidang Hukum Perdata dalam satu 
buku tersendiri, walaupun Penulis menyadari masih banyak yang 
belum disinggung dalam buku ini. Untuk menunggu sampai 
sempurna, rasanya tidak mudah. Namun penulis tetap 
berkeinginan untuk mencapai ke arah itu, sudah tentu adanya 
saran dan kritik dari pembaca sangat diharapkan demi memenuhi 
keinginan tersebut. 

Buku Hukum Perdata ditulis untuk mempermudah 
mahasiswa/i maupun Sarjana Hukum dan Praktisi Hukum dalam 
memahami serta menelaah kajian Hukum Perdata Materiil, yang 
berkembang di Indonesia secara implisit maupun eksplisit. 
Meskipun disiplin hukum ini menempati posisi yang sangat 
penting terhadap pemahaman kajian Hukum Perdata Materiil 
secara keseluruhan, tetapi dalam kenyataannya masyarakat 
hukum masih sedikit yang mengetahuinya. Hal ini sebagai 
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implikasi dari pengaruh perkembangan hukum perdata yang 
masih sangat lemah, sebab merupakan produk kolonial Belanda. 

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima 
kasih menyampaikan rasa terima kasih kepada Dr. J. Tjiptabudy, 
S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 
Pattimura Ambon, V. A. Pieter, S.H., M.H., Selaku Ketua 
Program Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas 
Pattimura Ambon, Dr. M. Tjoanda, S.H., M.H., dan Pieter 
Radjawane, S.H., M.H., yang telah memberikan berbagai 
motivasi dalam menyelesaikan penulisan buku ini. 

Semoga dengan membaca buku ini, wawasan para pembaca 
tentang hukum perdata meteriil menjadi semakin luas. 

Terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang 
telah ikut membantu, sehingga buku ini berhasil dibuat dan terima 
kasih. 

Harapan penulis semoga buku ajar ini membawa manfaat 
bagi kita semua. 


Ambon, Nopember 2014 


Penulis 
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MATERI I 
PENDAHULUAN 


Deskripsi Singkat 

Pada materi I ini akan dibahas mengenai Hukum Perdata 
meliputi istilah dan pengertian hukum perdata, sejarah hukum 
perdata, sumber hukum perdata, sistematika hukum perdata. 
bagian ini merupakan pengertian dasar bagi materi-materi 
selanjutnya. Oleh karena itu diharapkan anda dapat memahami 
materi ini secara baik. 


Standar Kompetensi 

Setelah memperlajari Materi I tentang Mekanisme Hukum 
Perdata, maka mahasiswa diharapkan mampu mengenal hukum 
perdata sebagai sebuah disiplin ilmu pengetahuan, menjelaskan 
pengertian hukum serta memahami tujuan dan fungsi hukum itu 
sendiri. 


Kompetensi Dasar: 
(l) Mampu menjelaskan pengertian hukum perdata. 
(2) Mampu menjelaskan sejarah hukum perdata. 
(3) Mampu menjelaskan sumber hukum perdata. 
(4) Mampu menjelaskan sistematika hukum perdata. 


A. Pengertian Hukum Perdata 


Yang dimaksud dengan hukum perdata adalah hukum yang 
mengatur hubungan antara perorangan di dalam masyarakat. 
Perkataan hukum perdata dalam arti yang luas meliputisemua 
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hukum privat materiil dan dapat dikatakan sebagai lawan dari 
hukum pidana. 

Untuk hukum privat materiil ini ada juga yang 
menggunakan dengan perkataan hukum sipil, tapi oleh perkataan 
sipil juga digunakan sebagai lawan dari militer, maka yang lebih 
umum digunakan nama Hukum Perdata saja, untuk segenap 
peraturan hukum privat materiil. 

Pengertian dari hukum privat (hukum perdata materiil) 
adalah hukum yang memuat segala peraturan yang mengatur 
hubungan antar perseorangan di dalam masyarakat dan 
kepentingan dari masing-masing orang bersangkutan. Dalam arti 
hak dan kewajiban seseoang dengan sesuatu pihak secara timbal 
balik dalam hubungannya terhadap orang lain di dalam suatu 
masyarakat tertentu. 


B. Sejarah Hukum Perdata 


Sejarah membuktikan bahwa hukum perdata yang saat ini 
berlaku di Indonesia, tidak lepas dari sejarah hukum perdata 
Eropa. Bermula dari benua Eropa, terutama di Eropa Kontinental 
berlaku hukum perdata Romawi, disamping adanya hukum 
tertulis dan hukum kebiasaan setempat. Diterimanya hukum 
perdata Romawi pada waktu itu sebagai hukum asli dari negara- 
negara di Eropa, oleh karena keadaan hukum di Eropa kacau 
balau, dimana tiap-tiap daerah selain mempunyai peraturan- 
peraturan sendiri, juga peraturan setiap daerah itu berbeda-beda. 

Oleh karena adanya perbedaan ini jelas bahwa tidak ada 
suatu kepastian hukum. Akibat ketidakpuasan, sehingga orang 
mencari jalan kearah adanya kepastian hukum, kesatuan hukum 
dan keseragaman hukum. 
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Pada tahun 1804 atas prakarsa Napoleon Bonaparte 
terhimpun hukum perdata dalam satu kumpulan peraturan yang 
bernama “Code Civil de Francais” yang disebut “Code 
Napoleon”. Karena Code Civil des Francais merupakan sebagian 
dari Code Napoleon. Sebagai perunjuk penyusunan Code Civil ini 
dipergunakan karangan dari beberapa ahli hukum antara lain 
Dumoilin, Domat dan Pothies, disamping itu juga dipergunakan 
Hukum Bumi Putra Lama, Hukum Jemonia, dan Hukum 
Cononick. Dan mengenai peraturan-peraturan hukum yang belum 
ada di jaman Romawi antara lain masalah wesel, asuransi, badan- 
badan hukum. Akhirnya pada jaman Aufklarung (jaman baru 
sekitar abad pertengahan) akhirnya dimuat pada kitab undang- 
undang tersendiri dengan nama “Code de Commerce”. 

Sejalan dengan adanya penjajahan oleh bangsa Belanda 
(1809-1811), maka Raja Lodewijk Napoleon menetapkan : 
“Wetboek Napoleon Ingeright Voor het Koninkrijk Holland” 
yang isinya mirip dengan “Code Civil des Francais atau Code 
Napoleon” untuk dijadikan sumber hukum perdata di Belanda. 

Setelah berakhirnya penjajahan dan dinyatakan Nederland 
disatukan dengan Perancis pada tahun 1811, Code Civil de 
Francais tetap berlaku di Belanda. Oleh karena perkembangan 
jaman dan setelah beberapa tahun kemerdekaan Belanda dari 
Perancis ini, bangsa Belanda mulai memikirkan dan mengerjakan 
kodefikasi dari hukum perdatanya. Dan tepatnya 5 Juli 1830 
kodefikasi ini selesai dengan terbentuknya Burgelijk Wetboek 
(BW) dan Wetboek van Koophandel (WVK), ini adalah produk 
nasional Nederland, namun isi dan bentuknya sebagian besar 
sama dengan Code Civil des Francais dan Code de Commerce. 

Pada tahun 1948, kedua Undang-Undang produk Nasional- 
Nederland diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas 
konkrdansi (asas politik hukum). Sampai sekarang kita kenal 
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dengan nama KUH Sipil untuk BW. Sedangkan KUH Dagang 
untuk WVK. 


C. 


Sumber Hukum Perdata 


Keadaan hukum perdata di Indonesia bersifat majemuk 


yakni beraneka warna. Ada dua faktor sebagai penyebab 


majemuk, yakni: 


a. 


Faktor Ethnis, disebabkan beraneka ragam hukum adat 

bangsa Indonesia. 

Faktor Hostia Yuridis, diatur dalam Pasal 163 I.S yang 

membagi penduduk Indonesia dalam tiga golongan, yaitu: 

1. Golongan Eropa yang dipersamakan. 

2. Golongan Bumi Putera (Pribumi/Bangsa Indonesia 
Asli) dan yang dipersamakan. 

3. Golongan Timur Asing (Cina, India, Arab) 


Sedangkan dalam Pasal 131 I.S yaitu mengatur hukum- 


hukum yang diberlakukan bagi masing-masing golongan yang 


diatur dalam Pasal 163 I.S di atas. Adapun hukum yang 


diberlakukan bagi masing-masing golongan, yaitu: 


a. 


Golongan Eropa dan yang dipersamakan berlaku hukum 
perdata dan hukum dagang barat yang diselaraskan dengan 
hukum perdata dan hukum dagang di negeri Belanda 
berdasarkan asas konkordansi. 

Golongan Bumi Putera (Indonesia Asli) dan yang 
dipersamakan berlaku hukum adat mereka, yaitu hukum 
yang sejak dahulu kala berlaku di kalangan rakyat, dimana 
sebagian besar dari hukum adat tersebut belum tertulis, 
tetapi hidup dalam tindakan-tindakan rakyat. 

Golongan Timur Asing (Cina, India, Arab) berlaku hukum 
masing-masing. Dengan catatan bahwa golongan Bumi 
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Putera dan Timur Asing diperbolehkan untuk 
menundukkan diri kepada hukum Fropa Barat baik secara 
keseluruhan maupun beberapa macam tindakan hukum 
tertentu saja. 


Maksudnya untuk segala golongan warga negara berlainan 


satu dengan lain, yakni: 


a. 


Golongan Bangsa Indonesia Asli. Berlaku hukum adat 
yaitu hukum yang sejak dahulu kala berlaku dikalangan 
rakyat, hukum yang sebagian besar masih belum tertulis 
tetapi hidup dalam tindakan-tindakan rakyat mengenai 
segala hal di dalam kehidupan masyarakat. 

Golongan Warga Negara bukan Asli berasal dari Tionghoa 
dan Eropa. Berlaku BW (Burgerlijk Wetboek) dan KUHD 
(Wetboek van Koophandel), dengan penegrtian bahwa 
golongan Tionghoa ada suatu penyimpangan yaitu pada 
bagian 2 dan 3 dari Titel IV dan Buku I tentang upacara 
yang mendahului pernikahan dan mengenai penahanan 
pernikahan. Hal ini tidak berlaku bagi golongan Tionghoa, 
karena pada mereka diberlakukan khusus yaitu Burgerlijk 
Stand dan Adopsi. 


Selanjutnya, untuk golongan warga Negara bukan asli yang 


bukan berasal dari Tionghoa atau Eropa (arab, india dan lainnya) 


berlaku sebagian dari BW yaitu hanya bagian-bagian mengenai 
Hukum Harta Kekayaan Benda (Vermorgenrecht), jadi tidak 
mengenai Hukum Kepribadian dan Kekeluargaan (Personen en 
Familierecht) maupun Hukum Warisan. 


Untuk memahami keadaan kedua hukum perdata di 


Indonesia, perlulah kita mengetahui riwayat politik pemerintah 
Hindia Belanda terlebih dahulu terhadap hukum di Indonesia. 
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Pedoman politik bagi pemerintah Hindia Belanda terhadap 


hukum di Indonesia ditulis dalam Pasal 131 Indische 
Staatregeling (IS) yang sebelumnya yaitu Pasal 75 


Regeringsreglement (RR), yang pokok-pokoknya sebagai berikut: 


1. 


Hukum Perdata dan Hukum Dagang (begitu pula Hukum 
Pidana beserta Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara 
Pidana harus diletakkan dalam Kitab Undang-Undang yaitu 
di kodifikasi). 

Untuk golongan bangsa Eropa harus dianut perundang- 
undangan yang berlaku di negeri Belanda (sesuai asas 
konkordansi). 

Untuk golongan Bangsa Indonesia Asli dan Timur Asing 
(yaitu Tionghoa, Arab dan lainnya), jika ternyata bahwa 
kebutuhan kemasyarakatan mereka menghendakinya, 
dapatlah peraturan-peraturan untuk bangsa Eropa berlaku 
bagi mereka. 

Orang Indonesia Asli dan orang Timur asing, sepanjang 
mereka belum ditundukkan di bawah satu peraturan 
bersama — dengan bangsa Eropa, diperbolehkan 
menundukkan diri pada hukum yang berlaku untuk bangsa 
Eropa. Penundukkan ini boleh dilakukan baik secara umum 
maupun hanya mengenai suatu perbuatan tertentu saja. 
Sebelumnya hukum untuk bangsa Indonesia ditulis dalam 
Undang-Undang, maka bagi mereka itu akan tetap berlaku 
hukum yang sekarang berlaku bagi mereka, yaitu Hukum 
Adat. 


Berdasarkan pedoman di atas, di jaman Hindia Belanda 


telah ada beberapa peraturan perundang-undangan Eropa yang 
telah dinyatakan berlaku untuk bangsa Indonesia Asli, seperti 
Pasal 1601-1603 Iama dari BW perihal: 
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Perjanjian Kerja Perburuhan: Staatsblad 1879 No. 256, 
Pasal 1788-1791 BW perihal hutang-hutang dari perjudian 
(Staatsblad 1907 No. 306). 

Dan beberapa Pasal dari KUHD (WVK) yaitu sebagian 
besar dari Hukum Laut (Staatsblad 1933 No. 49). 


Di samping itu ada peraturan-peraturan yang secara khusus 


dibuat untuk bangsa Indonesia seperti: 


a. 


Ordonansi Perkawinan Bangsa Indonesia agama Kristen, 
Staatsblad 1933 No. 74. 

Organisasi tentang Maskapai Andil Indonesia (IMA) 
Staatsblad 1939 No. 570 berhubungan dengan No. 717, 


Selain itu, ada pula peraturan-peraturan yang berlaku bagi 


semua warga negara, yaitu: 


a. 
b. 


D. 


Undang-Undang Hak Pengarang (Auteurswet 1912). 
Peraturan Umum tentang Koperasi (Staatsblad 1933 No. 
108). 

Ordonansi Woeker (Staatsblad 1938 No. 523). 

Ordonansi tentang Pengangkutan di Udara (Staatsblad 
1938 No. 98). 


Sistematika Hukum Perdata 


Sistematika artinya susunan yang teratur. Sistematika 


kodifikasi artinya susunan yang teratur dari suatu kodifikasi. 
Sistematika itu meliputi bentuk dan isi kodifikasi. Sistematika 


kodifikasi Hukum Perdata juga meliputi bentuk dan isi. 
Sistematika bentuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) 
meliputi urutan bentuk bagian terbesar sampai pada bentuk 


bagian terkecil yaitu: 


1) Kitab undang-undang tersusun atas buku-buku, 
2) Tiap buku tersusun atas bab-bab, 
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3) 
4) 
5) 


Tiap bab tersusun atas bagian-bagian, 

Tiap bagian tersusun atas pasal-pasal, 

Tiap Pasal tersusun atas ayat-ayat (Abdulkadir 
Muhammad, 2000:15). 


Sistematika isi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 


(BW) meliputi kelompok materi berdasarkan sistem fungsional. 


Sistem fungsional ini ada 2 (dua) macam yaitu menurut 


pembentuk undang-undang (pembentuk B.W.) dan menurut ilmu 
pengetahuan hukum. Apabila sistematika bentuk dan sistematika 


isi digabungkan maka dapat dilihat sistematika BW sebagai 
berikut: 


3) 


2) 


3) 


4) 


Buku Pertama mengatur tentang Orang (van personen), 
memuat ketentuan mengenai : (a) Hukum Perorangan, (b) 
Hukum Keluarga. 

Buku Kedua mengatur tentang Benda (van zaken), memuat 
ketentuan mengenai: (a) Hukum Benda, (b) Hukum Waris. 
Buku Ketiga mengatur tentang Perikatan (van 
verbintenissen), memuat ketentuan mengenai Hukum Harta 
Kekayaan. 

Buku Keempat mengatur tentang Pembuktian dan 
Daluwarsa (van bewijs en verjaring), memuat ketentuan 
mengenai: (a) Alat bukti, (b) Akibat daluwarsa (Soeroso, 
1999:52). 


Rangkuman 


1. 


Burgelijk Wetboek (BW) dapat disebut juga Kitab Undang- 
Undang Hukum Sipil (KUHS) dan bisa saja dengan Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata (BW). sejak tahun 1948 
di Indonesia berlaku BW yang berasal dari BW Belanda 
yang bersumber dari Code Civil des Francais yang tidak 
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lepas dari kodifikasi Hukum Romawi yaitu Corpus Iuris 
Civilis dari Kaisar Justinianus. 

2. Hukum perdata di Indonesia masih bersifat pluralism oleh 
karena adanya beraneka ragam adat karena banyak suku. Di 
samping itu, penemuan hasil peninggalan Hindia Belanda 
yakni Pasal 163 I.S yang membagi golongan penduduk atas 
(l) golongan eropa yang dipersamakan, (2) golongan 
Indonesia Asli (Bumi Putera) dan yang dipersamakan, dan 
(3) golongan Timur Asing (India, Cina, Arab). Dan Pasal 
131 LS yang membedakan berlakunya hukum bagi 
golongan-golongan tersebut, yaitu (1) Indonesia Asli 
berlaku hukum adat: (2) golongan Eropa berlaku Hukum 
Perdata (BW) dan Hukum Dagang (WVK): (3) golongan 
Timur Asing berlaku masing-masing dengan catatan Timur 
Asing dan Bumi Putera boleh tunduk pada Hukum Eropa 
Barat secara keseluruhan atau untuk beberapa macam 
tindakan hukum perdata. 

3. Pendapat pembentuk BW terdiri atas: 

a. Buku I mengenai Orang 

b. Buku II mengenai Benda 

c. Buku III mengenai Perikatan 

d. Buku IV mengenai Pembuktian dan Daluarsa. 


Pertanyaan: 

1. Apakah hukum perdata itu? 

2. Sebutkan sumber-sumber hukum perdata? 

3. Jelaskan dengan singkat sejarah BW Belanda sebelum 
menjadi BW kita sekarang ini? 

4. Sebutkan isi pokok dari BW berdasarkan pendapat 
pembentuk undang-undang? 

5. Sebutkan isi pokok dari BW menurut Ilmu Hukum? 


Buku Ajar Hukum Perdata 9 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


10 


Jelaskan mengapa hukum perdata di Indonesia masih 
bersifat pluralisme? 

Apa yang saudara ketahui dngan 131 I.S. dan 163 I.S? 
Jelaskan? 


Coba saudara sebutkan sistematika dalam BW? 
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MATERI II 
HUKUM PERKAWINAN 


Deskripsi Singkat 

Pada Materi II ini akan dibahas mengenai Hukum 
Perkawinan meliputi pengertian perkawinan, syarat-syarat 
perkawinan, tata cara melangsungkan perkawinan, akibat hukum 
perkawinan, perkawinan campuran, perkawinan di luar Indonesia, 
putusnya perkawinan dan akibatnya. bagian ini akan memberikan 
gambaran umum berlakunya hukum perkawinan di dalam 
masyarakat. 


Standar Kompetensi 

Setelah memperlajari materi hukum perkawinan, maka 
diharapkan anda mampu menjelaskan seluk beluk hukum 
perkawinan di dalam masyarakat. 


Kompetensi Dasar: 
(1) Mampu menjelaskan pengertian perkawinan. 
(2) Mampu menjelaskan syarat-syarat perkawinan, 
(3) Mampu menjelaskan tata cara melangsungkan perkawinan. 
(4) Mampu menjelaskan akibat hukum perkawinan. 


A. Pengertian Perkawinan 


Segala peraturan yang ada mengenai perkawinan itu akan 
mencakup pengertian perkawinan. ditinjau dari segi adanya 
peraturan tentang perkawinan adalah ikatan lahir bathin dan 
disetujukan oleh undang-undang sebagai konsekuensi 
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perkawinan, maka timbul hak dan kewajiban suami isteri dan juga 
hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dan tanggung 
jawabnya secara moral terhadap anak. Sedangkan dari aspek 
hukum, maka perkawinan merupakan perjanjian yang 
mengandung tiga karakteristik, yaitu: (1) perkawinan tidak dapat 
dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak, (2) kedua 
belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan 
itu saling mempunyai hak untuk memutuskan berdasarkan 
ketentuan yang ada dalam hukum-hukumnya, dan (3) persetujuan 
perkawinan mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan 
kewajiban masing-masing pihak (Soemiyati, 1974:10). 

Persetujuan perkawinan itu secara prinsipil berbeda dengan 
persetujuan-persetujuan lainnya, seperti persetujuan jual beli, 
sewa menyewa, tukar menukar, dan sebagainya. Sejak semula 
dalam persetujuan perkawinan telah ditentukan oleh hukum 
mengenai isi dari persetujuan antara suami isteri, sedangkan pada 
persetujuan biasa para pihak pada pokoknya bebas menentukan 
isi dari persetujuan tersebut sesuka hatinya, asalkan isi tersebut 
tidak bertentangan dengan kesusilaan, undang-undang dan 
ketertiban umum. 

Menurut ketentuan Pasal 26 BW menyatakan perkawinan 
adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang 
perempuan untuk waktu yang lama. Menurut optik BW 
memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan saja, 
artinya suatu perkawinan hanya ditemukan oleh pemenuhan 
syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut, 
sementara syarat-syarat serta pengatturan agama dikesampingkan 
(R. Subekti, 1958:23). 

Perkawinan dianggap suatu lembaga yang terikat pada 
pengakuan oleh Negara dan sah apabila dilakukan dihadapan 
Pejabat yang berwenang (penguasa). Hal ini berbeda dengan 
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perkawinan yang dianut oleh hukum positif di Indonesia. 
Undang-Undang Perkawinan memberikan pengertian bahwa 
“perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan 
seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk 
keluarga yang kekal dan berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa 
(Pasal 11 UUP). Perkawinan tersebut mengandung makna bahwa 
suatu perkawinan adalah suatu perikatan yang berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan terdapat unsur 
keagamanaan yang kuat, bahwa tiada perkawinan tanpa 
didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Ada beberapa unsur yang terdapat dalam rumusan 
perkawinan, yakni: (1) digunakan kata: “seorang pria dengan 
seorang wanita” artinya perkawinan hanyalah antara jenis 
kelamin yang berbeda. Hal ini menolak adanya perkawinan 
sesame jenis yang telah dilegalkan di beberapa negara barat: (2) 
digunakannya ungkapan: “Sebagai suami isteri”, artinya 
perkawinan adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda 
dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup 
bersama”, (3) dalam pengertian disebutkan tujuan perkawinan 
yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang 
menafikan sekaligus perkawinan temporal sebagaimana berlaku 
dalam perkawinan mut'ah dan perkawinan tahlil, dan (4) 
disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan 
bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan 
dilakukan untuk memenuhi perintah agama (Amir Syarifuddin, 
2007:40). 


B. Syarat-syarat Perkawinan 


Suatu perkawinan dikatakan sah, apabila telah memenuhi 
persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Yang 
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dimaksud dengan syarat perkawinan ialah segala hal mengenai 
perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan 
perundang-undangan sebelum atau pada saat perkawinan 
dilangsungkan. 

Ada dua bagian yang mengatur syarat perkawinan 
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6-12 Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, yakni: 

a. Syarat materil / syarat intern (syarat subjektif) yaitu syarat 
yang melekat atau syarat yang ditujukan pada diri kedua 
calon mempelai, diatur dalam ketentuan Pasal 6-11 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, 
adalah: 

1. Adanya persetujuan (kemauan bebas) dari kedua calon 

mempelai diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1), 

2. Bagi seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun, 

maka harus mendapat izin dari kedua orang tua atau 

wakil diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2): 

3. Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria sudah 

mencapai umur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun 

diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1): 

4. Perkawinan dilarang di antara dua orang yang : 

i Berhubungan darah dalam satu garis lurus keatas 
ataupun kebawah diatur dalam ketentuan Pasal 8 
bagian (a), 

ii Berhubungan darah dalam garis keturunan 
menyamping yaitu antara dua orang yang 
bersaudara antara seseorang dengan saudara orang 
tuanya (paman dan bibi), antara seseorang dengan 
saudara nenek atau kakeknya diatur dalam 
ketentuan Pasal 8 bagian (b): 
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iii 


iv 


vi 


berhubungan semenda yaitu antara seseorang 
dengan mertua, anak tiri, menantu, ibu tiri atau 
bapak tiri diatur dalam ketentuan Pasal 6 bagian 
(c): 

Berhubungan susuan yaitu antara seseorang dengan 
orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, bibi 
susuan, paman susuan diatur dalam ketentuan Pasal 
6 bagian (d), 

Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai 
bibi atau kemenakan dari isteri dalam hal seorang 
suami beristeri lebih dari seseorang diatur dalam 
ketentuan Pasal 8 bagian (c): dan 

Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau 
peraturan lain yang berlaku dilarang kawin diatur 
dalam ketentuan Pasal 8 bagian (f): 


5. Tidak bercerai untuk kedua kalinya dengan suami atau 


isteri yang sama, yang hendak kawin diatur dalam 


ketentuan Pasal 10: dan 
6. Bagi seorang janda berlaku jangka waktu tunggu diatur 


dalam ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan 
Presiden Nomor 9 Tahun 1975. 


b. Syarat formil / syarat ekstern (syarat objektif) yaitu syarat 
yang berkaitan dengan prosedur pelangsungan suatu 


perkawinan, diatur dalam ketentuan Pasal 12 Undang- 
Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 
3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Adapun 


syarat formil, yaitu: 


1. Pemberitahuan oleh kedua calon mempelai atau 


wakilnya kepada pegawai pencatat perkawinan (Pasal 
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3-5 PP No. 9 Tahun 1975), 

2. Penelitian tentang syarat-syarat materil oleh pegawai 
pencatat yang menerima pemberitahuan (Pasal 6-7 PP 
No. 9 Tahun 1975), 

3. Pengumuman oleh Pegawai Pencatat pada papan 
pengumuman Kantor Catatan Sipil selama 10 hari 
kerja (Pasal 8-9 PP No. 9 Tahun 1975): dan 

4. Pelangsungan perkawinan oleh pejabat yang 
berwenang (Pasal 10-11 PP No. 9 Tahun 1975). 


Apabila suatu perkawinan tidak memenuhi syarat materil 
dan formil yang bersifat “Absolut”, maka dapat mengakibatkan 
perkawinan tersebut “batal demi hukum”. Suatu perkawinan 
dikatakan “batal demi hukum” berarti perkawinan dianggap tidak 
ada atau perkawinan sejak semula dianggap batal. 

Di samping itu, perkawinan yang tidak memenuhi syarat 
materil dan formil bersifat “relatif” mengakibatkan perkawinan 
“dapat dibatalkan”. Kata “dapat” bisa diartikan yakni “bisa 
batal” dan “bisa tidak batal”. 

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan-penjelasan di 
atas, maka suatu perkawinan hendaknya memenuhi persyaratan- 
persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang sehingga 
perkawinan menjadi sah. 


C. Tata Cara Melangsungkan Perkawinan 


Perlu diketahui bahwa tata cara pelaksanaan diidentikkan 
atau disamakan dengan syarat formil dalam Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Namun, apabila tata 
cara pelaksanaan perkawinan diartikan secara “Juas”, meliputi 
pemberitahuan oleh kedua calon mempelai Kepala Lembaga 
Keagamaan, penelitian oleh Lembaga Keagamaan, pengumuman 


16 Buku Ajar Hukum Perdata 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


